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ABSTRAK

NUR KHOZIN, 201410115151. PENYALAHGUNAAN SURAT TUGAS OLEH SERIKAT
PEKERJA PT. BRIGESTONE TIRE INDONESIA YANG MENGAKIBATKAN PUTUSNYA
HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 533K/Pdt.Sus-PHI1/2017.

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat.

Hukum Ketenagakerjaan di suatu perusahaan mencakup dari sisi eksternal merupakan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti Undang-Undang
Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, serta berpedoman pada ketentuan Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan
peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga pemerintah. dan dari sisi
internal yang meliputi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku didalam suatu perusahaan
yang diatur di dalam KEPMEN Nomor : KEP48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara pembuatan
dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama
(PKB). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam
memutus suatu perkara ketenagakerjaan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha, yang mana
didalam melakukan putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan hukum lain yang
berhubungan dengan dasar hukum dalam memberikan putusan. Karena putusan majelis hakim
Mahkamah Agung yang memutus hubungan kerja antara tergugat (pekerja) dengan penggugat
(pengusaha) karena pekerja melanggar perjanjian kerja bersama (PKB) pasal 72 yakni kategori
pelanggaran berat dengan sanksi pemutusan hubungan kerja. Norma Pelanggaran Berat dengan
sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah
Konstitusi melalui putusan nomor : 012/PPU-1/2003. Pasal 72 perjanjian kerja bersama (PKB)
2016 - 2017 PT. Brigestone Tire Indonesia secara pemaknaan dan norma tak ubahnya sama
dengan disertai adanya penambahan norma yang selaras dengan Pasal 158 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dinyatakan inkonstitusional Oleh
Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana Hirarkinya, sesuai dengan asas lex superior derogate legi
inferiori. Seharusnya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh penggugat (pengusaha)
terhadap tergugat (pekerja) batal demi hukum dan apabila pekerjanya akan diputus hubungan
kerjanya, maka harus di buktikan terlebih dahulu atas kesalahan yang telah dilakukanya di
pengadilan pidana dan sampai dengan adanya keputusan dari pengadilan pidana yang telah
berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa putusan Mahkamah
Agung atas perkara nomor : 533K/Pdt.Sus-PHI/2017. yang menyatakan sah Pemutusan
Hubungan kerja yang dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat berakhir terhitung sejak
tanggal 21 Oktober 2016, Putusan tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Untuk itu harus ada pemahaman yang sama dari semua pihak yang berhubungan dengan proses
penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut, agar dapat memberikan sebuah kepastian
hukum dan keadilan bagi para pihak utamanya pekerja.
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ABSTRACT

NUR KHOZIN, 201410115151. ABUSE OF LETTER OF EMPLOYEES BY THE WORKERS OF PT.
BRIGESTONE TIRE INDONESIA INCREASING WELDING RELATIONS (CASE STUDY DECISION

NUMBER : 533K/Pdt.Sus-PHI1/2017.
Keywords: Termination of Employment due to serious mistakes.

Employment law in an enterprise covers from the external side is a legislation related to
employment such as Law No. 13 of 2003 on employment, and shall be guided by the provisions
of Law Number 2 of 2004 concerning the settlement of industrial relations disputes and other
regulations issued by government agencies / institutions. and from the internal side which
includes the Collective Work Agreement (PKB) applicable within a company which is regulated
in KEPMEN Number: KEP48 / MEN / IV / 2004 concerning Procedure of making and approval
of company regulation as well as the making and registration of collective labor agreement
(PKB). This research is conducted to know the basics of judge consideration in deciding an
employment case that happened between workers and entrepreneurs, which in making the
judgment of the panel of judges does not consider other laws relating to the legal basis in giving
a decision. Because of the decision of the panel of judges of the Supreme Court which
terminated the working relationship between the defendant (the employee) and the plaintiff
(entrepreneur) because the workers violated the collective labor agreement (PKB) article 72
namely the category of gross violation with the sanction of termination of employment. The
Norms of Serious Violation with sanction of Termination of Employment (PHK) has been
declared unconstitutional by the Constitutional Court through decision number: 012 / PPU-I1 /
2003. Article 72 Collective Labor Agreement (PKB) 2016 - 2017 PT. Brigestone Tire Indonesia
on the meaning and norm is the same as accompanied by the addition of norms in harmony with
Article 158 of Law Number 13 Year 2003 on Manpower which has been declared
unconstitutional by the Constitutional Court. As the Hierarchy, in accordance with the principle
of superior lex derogate legi inferiori. Should the termination of employment by the plaintiff
(employer) against the defendant (worker) is null and void and if the employee will be
terminated his / her employment relationship, it must be proofed beforehand in the criminal court
and until the decision of the criminal court has a permanent legal force. Based on the research
results found that the Supreme Court decision on the case number: 533K / Pdt.Sus-PHI / 2017.
which declares the unlawful termination of employment committed by the plaintiff against the
defendant expires as of October 21, 2016, the Decision is contrary to the decision of the
Constitutional Court. For that there must be a common understanding of all parties concerned
with the process of settling industrial relations disputes, in order to provide a legal certainty and
justice for the main parties workers.

Advisor
Anggreany Haryani P.SH., MH
Clara Ignatia Tobing. SH., MH

viii

Penyalahgunaan Surat..., Nur, Fakultas Hukum 2018



DAFTAR ISl

COVER DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN. ... I
LEMBAR PENGESAHAN. .. ..o ii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI. ..ottt v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... %
KATA PENGAN LA g N o e e e Vi
ABSTRAK 48 4% .. R o TN N vii
ABSTRECET ¥ o a0 o e RS viil
DAFTAR ISI

BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah....... o 1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah................cooooiiiiiiiiiiii i, 5
1.2.1 Tujuan dan Manfaat Penelitian..................cocociiiiiiiiiiiiiies 6
1.2.2 KerangkaTeori, Konsepsional, dan Pemikiran................................ 7
1.2.3 Metode Penelitian. ... ... 13
1.2.4 Sistematika Penulisan.............oooiiiiiiiiii e 15

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Hukum KetenagaKkerjaan.............ooooiiiiiiiiiiiiieiceeeee 17
2.2 Teori Putusan Mahkamah Konstitusi..............oooeiiiiiiiiiiie, 22
2.3 Teorikeadilan. ... 30
2.4 Pekerja, Pemberi Kerja dan Serikat Pekerja................coooviiiiiiiiinn.. 31

Penyalahgunaan Surat..., Nur, Fakultas Hukum 2018



2.5 Perjanjian Kerja dan Syarat sahnya Perjanjian.......................cooooeenee. 32

2.6 Perjanjian Kerja Bersama (PKB).........ocoiiiiiiiiii e 34
2.7 HUDUNGAN KEIJa. ... ettt e 35
2.8 Pemutusan Hubungan Kerja............ccoooiiiiiiii e 36
2.9 Pemutusan Hubungan Kerja Kesalahan Berat......................ccooiiiiin, 38
2.10. Perselisihan hubungan Industrial...................coooi 39
2.11. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.......................... 41

BAB Il HASIL PENELITIAN

3.1 Apakah Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus
perkara Nomor : 533K/Pdt.Sus-PHI/2017 tentang PHK dengan katagori

Kesalahan berat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :

012PU-1/8003.. [\t oA . e XY i 48
3.2 Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor : 533 K/Pdt.Sus-PHI/2017 sudah
sesuai dengan teori kepastian hukum dan keadilan............................... 73

BAB IV PEMBAHASAAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara....
Nomor : 533K/Pdt.Sus-PH1/2017 tentang PHK dengan katagori Kesalahan...

berat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : ...........

012/PPU-1/ 200 S e g e 82
4.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 533 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tidak sesuai
dengan teori kepastian hukum dan keadilan .....................coooiiini 98

BABV PENUTUP
5. L SIMPUIAN. . 104
D SN . .. 105

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP PENULIS
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Penyalahgunaan Surat..., Nur, Fakultas Hukum 2018



	02-201410115151-Lembar Persetujuan.jpg
	03-201410115151-Lembar Pengesahan.jpg
	04-201410115151-Lembar pernyataan (1,5 spasi)
	05-201410115151-LEMBAR  PUBLIKASI
	06-201410115151-Kata Pengantar
	07-201410115151-Motto dan Pesembahan
	08-201410115151-ABSTRAK. skripsi
	09-201410115151-Daftar Isi



